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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Electronic Samsat pada Kantor Samsat Manyar dan
untuk mengetahui dukungan dan hambatan yang dihadapi Kantor Samsat Manyar Surabaya Timur. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian studi kasus dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara, snowball sampling, dan dokumentasi.. Fokus penelitian
ini yaitu menjelaskan tentang kualitas pelayanan Electronic Samsat dengan berpedoman pada sepuluh dimensi kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik dari KEMENPAN No. 63 Tahun 2003. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
program Electronic Samsat ini memiliki keunggulan dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), dikarenakan program ini memenuhi sepuluh unsur tentang pedoman
kualitas penyelenggaraan publik yang baik seperti : adanya unsur kesederhanaan, unsur keamanan, unsur kenyamanan,
unsur kedisiplinan, akurasi, kemudahan akses, unsur kepastian dan kejelasan. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya
pasti ada dukungan dan hambatannya. Bentuk dukungan dalam hal ini adalah pemerintah selalu memberikan sosialisasi
kepada masyarakat baik dengan menggunakan brosur atau dengan mengunjungi dengan memakai mobil. Sedangkan
hambatannya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui program ini dikarenakan minimnya
sosialisasi dan juga sering terjadi trobel pada jaringan internet yang membuat masyarakat khawatir gagal.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Electronic Samsat, Dimensi Pelayanan.

Abstract

The purpose of the study is to determine the Electronic Service Quality SAMSAT on Manyar SAMSAT Office and to
find support and barriers faced SAMSAT Office Manyar East Surabaya. This research is a case study and data analysis
technique used is descriptive qualitative method. The technique of collecting data through observation, interviews,
snowball sampling, and documentation .. The focus of this study is to explain about the quality of service of Electronic
SAMSAT based on the ten dimensions of quality of public services from Kemenpan No. 63 of 2003. The results
obtained are SAMSAT Electronic program has the advantage to provide convenience for the taxpayer to pay motor
vehicle tax (PKB), because this program meets ten elements of the guidelines of good quality public administration
such as: the element of simplicity, security elements, comfort elements, elements of discipline, accuracy, ease of access,
the element of certainty and clarity. However, in the process of implementation must be the support and resistance. The
support in this case is the government always provide outreach to the public either by using a brochure or by visiting the
car wearing. While the obstacles are still many people who do not know this program due to lack of socialization and
also often occur trobel on the internet that makes people worried about failing.

Keywords: Quality of Service, Electronic SAMSAT, Dimensions Services.

pemerintah daerah karena menyangkut keberhasilan

PENDAHULUAN

pelayanan publik merupakan suatu kewajiban
utama  seluruh  aparatur  pemerintah untuk
menyelenggarakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara publik. Penyelenggara pelayanan publik
juga menjadi salah satu kewenangan yang penting bagi

dalam membangun kinerja pelayanan yang professional,
terbuka, partisipatif, akuntabel, efesien, efektif,
kesamaan hak dan kewajiban yang akan berpengaruh
pada citra pemerintah daerah tersebut. Pelayanan publik
yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  masih
dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum
efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia
aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari
masih  banyaknya keluhan dan pengaduan dari
masyarakat baik secara langsung maupun melalui media
massa. Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan
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yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit
ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya
yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar
(pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas
pelayanan publik di Indonesia. Hal ini sangat
memerlukan perhatian yang besar, seharusnya birokrasi
dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik itu
memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan
yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu
mempermudahkannya, bukan mempersulit. Instansi
pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat
dalam hal pajak adalah Kantor Bersama Samsat. Intansi
terebut menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal
pembayaran pajak kendaraan bermotor.  Sektor
penerimaan negara terbesar adalah berasal dari pajak,
salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Melihat
permasalahan-permaslahan yang muncul yaitu keluhan
dan komplain dari para wajib pajak, maka Samsat
Manyar  Surabaya Timur berupaya mengatasi
permaslahan tersebut dengan membuat suatu kebijakan
yaitu berupa penerapan electronic government (e-Gov).
Pengembangan e-Gov dalam bidang perpajakan
merupakan inovasi untuk melakukan modernisasi
administrasi perpajakan dalam rangka mereformasi
ketatalaksanaan sistem-sistem manajemen dan prosedur
pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Sadhani
(2005:42), modernisasi  administrasi  perpajakan
merupakan suatu reformasi pembaharuan dalam bidang
administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif,
meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat
lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia
dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan
yang tinggi, kepercayaan terhadadap administrasi
perpajakan, dan tercapainya produktivitas kinerja aparat
perpajakan  yang tinggi, sehingga diharapkan
mengurangi  praktek KKN. Modernisasi  proses
administrasi perpajakan tersebut diaplikasikan oleh
Samsat Manyar Surabaya Timur dengan menggunakan
sistem teknologi informasi dan komunikasi yang disebut
sebagai electronic-system (e-system). Salah satu jenis e-
system yang dijalankan adalah electronic samsat (e-
samsat) atau sistem pembayaran elektronik yang dapat
diartikan sebagai suatu sistem yang mengotomatisasikan
tranksaksi pembayaran pajak secara online dengan
memanfaatkan internet yang merupakan salah satu
interface media pembayaran tersebut. Electronic Samsat
adalah suatu program pemerintah provinsi Jawa Timur
untuk melayani  pengesahan STNK tahunan dan
pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  serta
SWDKLLJ ( Jasa Raharja ) via online melaui e-
Channel Bank yaitu : ATM, Teller, PPOB, Mobil
Banking dan Internet Banking. Elektronic System di
Samsat Manyar Surabaya Timur diterapkan dalam
bentuk sistem pelayanan administrasi pembayaran pajak
kendaraan bermotor melalui e-samsat. Selanjutnya pada
jurnal ini akan dibahas mengenai bagaimana Kualitas
pelayanan Electronic Samsat pada Kantor Bersama
Samsat Manyar Kertoarjo SurabayaTimur

A. PELAYANAN PUBLIK
1. Definisi Pelayanan Publik
Jasa sering dipandang sebagai suatu
fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri
mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan
personal (personal service) sampai jasa sebagai
produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak
dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever et al
(2000:23) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan
(services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi
yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan
kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al
(2005:12) mengemukakan pelayanan publik adalah
jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan,
proses dan interaksi serta merupakan perubahan
dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan
pelanggan.  Selanjutnya  Sinambela (2010:3)
mendefinisikan pelayanan adalah pada dasarnya
setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.
Lebih lanjut Menurut Kotlern dan Sampara Lukman
(dalam Tjiptono 2010:54) mendefinisikan pelayanan
adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik. Oleh karena itu pelayanan
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan  dalam suatu  kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan  meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
2. Kualitas Pelayanan Publik
Dalam Sinambela (2010: 6), secara teoritis
tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan
itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin
dari :
1. Transparan
Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah
dan  dapat diakses oleh  semua
pihakyang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas
Pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif
Pelayanan yang dapat mendorong peran
serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
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Pelayanan  yang tidak  melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apapun
khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial dan lain-lain.

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
Pelayanan  yang  mempertimbangkan
aspek keadilan antara pemberi dan
penerima pelayanan publik.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor.
63/KEP/M/PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang
mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik untuk lembaga-lembaga pemerintah
dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat telah
menetapkan 10 (sepuluh) dimensi pelayanan yang
dapat memenuhi keinginan masyarakat

antara lain :

1) Kesederhanaan, yaitu pelayanan
dilaksanakan dengan prosedur
sederhana, mudah, cepat, lancar, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan dan kepastian, yaitu kejelasan
mengenai prosedur/tata cara,
persyaratan, rincian biaya dan ketepatan
waktu penyelesaian.

3) Ketepatan waktu, Penyelesaian pelayanan
harus dapat diselesaikan
secara tepat waktu.

4)  Akurasi, produk pelayanan publik
diterima dengan benar, tepat dan sah.

5) Keamanan, Proses hasil pelayanan umum

dapat memberikan keamanan,
kenyamanan dan kepastian hukum.
6) Tanggung jawab, pimpinan

penyelenggara  pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam
pelaksanaan pelayanan publik.

7)  Kelengkapan sarana prasarana,
tersedianya sarana- prasarana  kerja
peralatan kerja dan pendukung lainnya
yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekominkasi dan
informatika (telematika).

8) Kemudahan akses, tempat dan lokasi
serta sarana pelayanan yang memadai
mudah dijangkau oleh masyarakat dan
dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.

9) Kaedisiplinan, Sopan dan ramah, pemberi
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan
dan santun, ramah serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

10) Kenyamanan, lingkungan harus teratur,
tersedia ruang tunggu yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat
serta dilengkapi fasilitas pendukung
pelayanan seperti, parkir, toilet, tempat
ibadah dan lain-lain.

B. ELECTRONIC GOVERNMENT

Menurut James S.L. Yong (2003:45) electroni-
government merupakan penggunaan teknologi oleh
pemerintah khususnyapenggunaan aplikasi internet
berbasis web untuk meningkatkan akses dan
pemberianlayanan pemerintah kepada warga negara,
mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan
pemerintah lainnya.

C. Modernisasi Administrasi Perpajakan

1. Latar Belakang Modernisasi Administrasi
Perpajakan
mekanisme atau prosedur administrasi perpajakan
merupakan faktor yang penting dalam sistem
perpajakan di suatu negara. Pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dapan memperoleh penerimaan
pajak secara maksimal apabila memiliki sistem
administrasi perpajakan yang efektif dan efesien.
Namun kondisi atau kualitas pelayanan perpajakan
dibeberapa daerah di Indonesia masih mengalami
keterbatasan di berbagai aspek sumber daya manusia,
dana, sarana-prasarana serta teknologi informasi dan
komunikasi. Adapun kondisi sistem administrasi
perpajakan  di  Indonesia menurut Pandiangan
(2007:33) adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan perpajakan di suatu instansi

perpajakan mengharuskan masyarakat atau
wajib pajak berhubungan dengan seksi atau
bidang terkait.

b. Akses informasi perpajakan dan ketentuannya
sulit dipahami masyarakat.

c. Proses kerja yang dilakukan masih bersifat
manual.

d. Untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
atau membayar pajak, masyarakat masih harus
dating langsung ke kantor instansi perpajakan.

e. Pelaporan pajak harus disampaikan langsung
ke kantor instansi perpajakan.

f. Sarana dan prasarana kerja terbatas, sehingga
mempengaruhi optimalisasi pelayanan.

g. Belum adanya standart perilaku pegawai dan
budaya kerja, sehingga produktivitas pegawai
masih perlu ditingkatkan.

2. Electronic System

Dalam  mewujudkan  sistem  administrasi
perpajakan yang modern, pemerintah
menyediakan berbagai pelayanan  yang
memanfaatkan electronic System yang bersifat
online. Electronic system yang diterapkan pada
bidang perpajakan dimaksudkan untuk
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meningkatkan  kualitas  sistem  administrasi
perpajakan agar pelayanan kepada wajib pajak
dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
Pandiangan  (2008:24) mengatakan  bahwa
electronic system merupakan suatu sistem yang
digunakan  untuk  menunjang  kelancaran
administrasi melaui teknologi internet.

3. Electronic Samsat
Definisi e-samsat menurut Rahayu (2010:33)
yaitu suatu sistem pembayaran pajak yang
dilakukan secara online. Melalui sistem ini,
pembayaran pajak dapat dilakukan melaui bank
persepsi yang terhubung langsung (online)
Dengan data base Direktorat Jenderal Pajak,
kemudian secara ototmatis akan dibukukan pada
rekening wajib pajak, dan sebagai struk bukti
pembayaran oleh wajib pajak sebagai tanda
pembayaran pajak.

Sistem pelayanan administrasi pembayaran
pajak melaui e-samsat memberikan kemudahan
bagi wajib pajak dalam membayar pajak melaui
bank yang telah ditetapkan sebagai mitra atau
devisa online oleh instansi atau kantor pelayanan
pajak. Sistem online yang dimaksud dalam hai ini
yaitu bahwa instansi atau kantor pelayanan pajak
membuka rekening di bank mantra atau devisa
online khusus untuk pembayaran pajak. Maka dari
itu bank tersebut terhubung dengan data base
instansi atau kantor pelayanan pajak, sehingga
pembayaran pajak dapat ditujukan ke rekening
tersebut yang dilaksanakan melaui teller bank
maupun menggunakan fasilitas alat transaksi
(ATM/ Authomatic Transaction Money) yang
disediakan oleh bank yang tersebar di beberapa
wilayah yang telah ditentukan.

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi
kasus yaitu menguraikan dan menjelaskan secara
komprehensif mengenai berbagai aspek seorang
individu, suatu  kelompok, suatu organisasi
(komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial
(Deddy Mulyana, 2002:201). Maka dari itu, penelitian
ini berupaya menelaah sebanyak mungkin data
mengenai subjek yang diteliti. Sumber data terdiri dari
sumber data primer dan sumber data sekunder. Data
primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi dan
hasil pengujian. Informan penelitian teridiri dari :
1. Bpk. Jugi Tristianto selaku KA ADPEL PKB
& BBNKB Samsat Manyar Surabaya Timur
2. Bpk. AKP Prianggo selaku PAUR Samsat
Manyar kertoarjo Surabaya Timur
3. Para Wajib Pajak
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik,
yang terdiri dari dokumen-dokumen, data kearsipan, dan
lain sebagainya. Fokus penelitian ini berdasarkan teori
kualitas pelayanan publik dari KEMENPAN No. 63
Tahun 2003. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah wawancara, snowball sampling, dokumentasi,

dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat instansi

Awal mula terbentuknya Samsat di Provinsi Jawa Timur
dimulai sejak tahun 1977 tepat setahun setelah
kebijakan pembentukan pelayanan samsat dikeluarkan.
Sebagai Provinsi yang terbanyak penduduknya, jumlah
kantor samsatnya pun termasuk paling banyak di antara
provinsi lainnya di Indonesia, satu diantaranya adalah
Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.

Pada awalnya di Surabaya hanya memiliki satu Kantor
Samsat yang berlokasi di Jalan Ngemplak. Kantor
Samsat tersebut menangani lima wilayah yaitu Surabaya
Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya
Tengah dan Surabaya Utara. Dalam kurun waktu
sebelas tahun (1977-1988), Kantor Samsat Ngemplak
dianggap kurang layak menjadi kantor pelayanan
publik, karena  meningkathnya  jumlah  wajin
pajak/masyarakat sehingga tempat tersebut tidak
mampu menampung masyarakat yang semakin lama
semakin bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, pada
tahun 1988 Kantor Samsat Ngemplak dipindahkan ke
kantor baru yang di desain lebih luas dan lebih
representative yang dinamakan sebagi Kantor SAMSAT
MANYAR, karena nama tersebut sesuai dengan
alamatnya yaitu di JI. Manyar Kertoarjo No. 1
Surabaya.

Gambar 1
Kantor Bersama Samsat manyar Surabaya
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Sumber : Observasi Peneliti Tahun 2013

2. STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI

Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat
manyar pada dasarnya mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku. Struktur organisasi tersebut
dapat dibagi menjadi dua model struktur, yaitu struktur
organisasi vertikal, yang bersifat structural yang lebih
mengandalkan prinsip perpanjangan (hierarkhi) dan
struktur organisasi horizontal, yang bersifat fungsional
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yang mengandalkan prinsip fungsi-fungsi pelaksanaan

tugas pelayanan.

Bagan 1
Struktur Organisasi Vertikal
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Bagan 3
Mekanisme Pelayanan Samsat
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Sumber : KB Samsat Manyar Surabaya Tahun 2013
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4. Jumlah dan Komposisi SDM Samsat Manyar
Surabaya Timur

Tabel 1
Sumber : Samsat Manyar Kertoarj Surabaya Jumlah dan komposisi SDM berdasar instansi
Tahun 2013 Dinas Pendapatan : 14 Orang
Polisi & PHL 61 Orang
Bagan 2 _
Struktur Organisasi Horisontal Jasa Raharja 5 Orang
Jumlah 80 Orang
PENANGGUNG JAWAS |
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11. 1 Bagian Penyimpanan Acsip STHK
12. : Bagian Pengeliara Arsip STNR
13, : Bagian Penyerahian STK dan THKS

Sumber : Kantor Samsat Manyar Surabaya

Tahun 2013

3. Mekanisme Pelayanan Samsat

Sumber : KB Samsat Manyar Surabaya Tahun 2013

Tabel 2
Jumlah dan komposisi SDM berdasarkan usia
Usia 18-30 5 Orang
Usia 31-40 28 Orang
Usia 41 keatas 47 Orang
Jumlah 80 Orang

Sumber : Kantor Samsat Manyar Surabaya
Tahun 2013

Berikut di bawah ini adalah bentuk bagan
mekanisme pelayanan yang ada di Kantor Bersama
Samsat dalam proses pembayaran PKB :
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Tabel 3
Jumlah dan komposisi SDM berdasarkan tingkat
pendidikan Formal

Gambar 3
Jaringan E-Samsat Pada KB
Samsat Manyar

SMP 3 Orang
SMA : 28 Orang
Sl : 47 Orang
S2 : 2 Orang
Jumlah : 80 Orang

Sumber : Kantor Samsat manyar Surabaya Tahun 2013

5. Pengertian ELECTRONIC SAMSAT JATIM
E-Samsat Jatim adalah suatu program

pemerintah Jawa Timur untuk melayani pengesahan
STNK tahunan dan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ ( Jasa Raharja )
melalui  beberapa e-Channel Bank Swasta yaitu

ATM, Teller, PPOB, Mobil Banking dan Internet
Banking. Hal yang melatarbelakangi dimunculkannya
program ini adalah untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar
pajak. Dengan kemudahan yang diberikan dalam
program pembayaran pajak nia online ini diharapkan
akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak tepat waktu.

Program E-Samsat ini memiliki banyak
kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para
wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran
pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama.
Selain itu dengan program ini maka masyarakat tidak
perlu takut untuk telat dalam melakukan pembayaran
pajak karena pembayaran bisa dilakukan di mana saja
dan kapan saja.

Berikut ini adalah gambar kinerja dari sistem
jaringan electronic samsat pada KB Samsat Manyar
Surabaya.

B Sament . Sot
WEDIRI PARE  KEDIRI  KEDIRI KOTA
ATANG

Sumber : KB Samsat Manyar Surabay tahun 2013

Manfaat dan Tujuan Pelayanan E-Samsat adalah sebagai
berikut :
1. Menghindari bertemunya Wajib Pajak

dengan Petugas Pajak sehingga dapat
meminimalisir terjadinya resiko.

2. Proses dapat dilakukan selama 24 jam
di semua tempat yang terhubung
dengan internet.

3. Memberikan alternatif pilihan
pelayanan bagi wajib pajak untuk
melakukan pembayaran PKB dan
SWDKLLJ serta pengesahan STNK
tanpa terikat dengan tempat tinggal
(domisili).

4. Memberikan pelayanan mudah, cepat
dan transparan dan akurat kepada
wajib pajak.

5. Mendayagunakan teknologi informasi
dalam proses pelayanan secara
optimal.

6. Menghemat waktu, biaya dan tenaga
dalam pelaksanaan  pembayaran
PKB, SWDKLLJ dan pengesahan
STNK.

7. Menghindari keterlambatan Wajib
Pajak bayar pajak/ menghindari
denda pajak.

8. Memberikan hak kepada Wajib Pajak
untuk membayar pajak sampai
dengan batas laku masa pajaknya
hingga pukul 24.00.

9. Mengurangi antrian pada KB Samsat
karena Wajib Pajak datang ke Samsat
hanya untuk proses pengesahan dan
pengambilan nota pembayaran.
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10. Memberikan kenyamanan kepada
Wajib Pajak pada saat membayar
pajak karena tidak menggunakan
uang tunai.
6. Hasil Penelitian Kualitas Pelayanan E-Samsat
(Online) Di Kantor Samsat Manyar
Kualitas pelayanan sistem E-Samsat dalam
melayani pembayaran pajak via online kepada wajib
pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan PKB dan
memberikan kemudahan bagi para wajib pajak sesuai
dengan 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang pedoman
penyelenggaraan publik pemerintahan terdapat 10
unsur/dimensi pelayanan, diantaranya :
a. Dimensi kesederhanaan
Program e-samsat adalah layanan unggulan
yang memiliki beberapa kelebihan yang memberikan
kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak
dengan cepat, mudah, lancar dan dengan prosedur yang
sederhana tentunya yang dapat dilakukan dimana saja
dan kapan saja.

b. Dimensi Kejelasan dan Kepastian
E-Samsat merupakan salah satu program yang

diperuntuhkan kepada masyarakat dalam menangani
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini
diciptakan agar memiliki efektifitas dan efesiensi dalam
hal prosedur yang jelas dan pasti, persyaratannya jelas,
biaya yang harus dibayar/ rinciannya jelas serta waktu
penyelesaian proses pelayanannya jelas dan pasti.
c. Dimensi Akurasi

E-Samsat diciptakan dengan tujuan untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor. Dengan begitu wajib pajak dapat membayar
pajak dimana saja dan kapan saja, sehingga dengan
kemudahan itu diharapkan masyarakat mau menerima
dengan melakukakan pembayaran pajak melalui e-
samsat.

d. Dimensi Keamanan
Sistem online ini dijamin keamanannya dan

dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Karena wajib
pajak tidak harus repot-repot untuk membawa berkas
atau formulir saat melakukan transaksi pembayaran dan
tidak perlu lagi ke Samsat dengan membawa uang
sehingga bisa mencegah terjadinya resiko kehilangan.
Selain itu wajib pajak bisa lebih nyaman karena tidak
harus bertemu dengan para calo yang ingin menawarkan
jasanya
e. Dimensi Tanggung Jawab

Sebelum dilaksanakannya program e-samsat,
hal itu sudah dipertimbangkan secara matang, dengan
mempertimbangkan semua konsekuensinya terlebih
dulu, keuntungannya apa, kerugiannya apa jika

menggunakan pelayanan pembayaran PKB dengan
sistem online. Setelah diuji terlebih dahulu ternyata
berjalan lancar tidak menemukan kendala maka pihak
samsat mau menerima Program tersebut. Selain itu
Kantor Samsat Manyar juga menyediakan ruang
layanan pengaduan sebagai bentuk tanggung jawab
mereka apabila ada wajib pajak yang merasa dirugikan
atau tidak puas.

f. Dimensi Kelengkapan Sarana Prasarana
Untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja

pelayanan kepada Wajib Pajak. Jadi, KB Samsat
Manyar memiliki Sarana yang berupa Komputer
Operasional Sistem yang terkoneksi dengan jaringan
internet. Hal ini berfungsi sebagai pengendali sistem
komputer yang ada di KB Samsat sehingga proses
pelayanan dapat berjalan dengan cepat, tepat, mudah
dan interkatif.

g. Kemudahan Akses

Untuk melakukan transaksi pembayaran pajak
kendaraan bermotor melalui e-samsat, masyarakat
cukup mengakses di internet dengan alamat situs atau
website www.e-samsat.jatimprov.go.id. Sarana yang
digunakan untuk mengakses informasi e-samsat adalah
bisa menggunakan Komputer, Laptop, Handpone dan
bisa juga melalui banking system yang sudah terhubung
dengan jaringan internet.
h. Kedisiplinan

Masyarakat cukup nyaman dan puas dengan

pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat Manyar
karena petugas Samsat dalam memberikan pelayanan
kepada wajib pajak selalu bersikap sopan, santun, dan
ramah serta disiplin hal ini ditunjukkan dengan adanya
pemandu simpatik dan menyediakan layanan pengaduan
bagi wajib pajak yang merasa tidak puas dengan
layanan yang telah diberikan oleh pihak Samsat.

i. Kenyamanan
Masyarakat terutama wajib pajak merasa cukup

senang dan nyaman dengan prasarana yang disediakan
oleh Kantor Samsat Manyar dalam memberikan
pelayanan. Hal ini ditunjukan dengan adanya tempat-
tempat yang cukup baik dan memadai seperti : adanya
ruang khusus untuk merokok, adanya ruang tunggu
yang nyaman, adanya ruang tunggu bagi Lansia dan Ibu
hamil, adanya musholla, dan adanya tempat Parkir yang
cukup luas untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.

J. Dukungan
Untuk mendukung program e-samsat agar

dapat berjalan lancar dan program tersebut dapat
diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat
baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun ada di
kota maka Pihak Samsat Manyar Kertoarjo Surabaya
selalu berusaha mensosialisasikan program e-samsat ke
tiap-tiap kelurahan, kecamatan, melaui dinas-dinas luar
dan melalui media massa dan elektronik serta
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melakukan sosialisasi dengan mengunjungi wajib pajak
dengan menggunakan mobil Samsat.
k. Hambatan

Kendala yang dihadapi dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PKB
adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam hal mengenalkan program e-samsat
kepada masyarakat luas dikarenakan tidak semua
masyarakat mengetahui adanya pembayaran pajak
secara online, khususnya masyarakat pedesaan.
Kemudian hambatan yang lainnya adalah masih
banyaknya para calo yang menawarkan jasanya kepada
masyarkat.

B. PEMBAHASAN
a. Dimensi Kesederhanaan

Dalam hal ini program e-samsat merupakan
salah satu layanan unggulan yang dimiliki Kantor
Bersama Samsat dalam hal pembayaran PKB terutama
untuk pajak perpanjangan STNK Tahunan. Program ini
memiliki keunggulan dengan memberikan kemudahan
bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Kemudahan
yang diberikan dalam program e-samsat ini adalah
program ini memiliki prosedur yang sederhana sehingga
memudahkan wajib pajak untuk membayar PKB dengan
mudah, cepat dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan
saja dengan tidak harus datang Ke Kantor Samsat,
karena e-samsat ini memberikan pelayanan selama 24
jam vyang bersifat online. Berdasarkan penjelasan
tersebut, hal ini sesuai dengan KEMENPAN No.
63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya
adalah  pelayanan  yang  mengandung  unsur
kesederhaanan vyaitu pelayanan yang dilaksanakan
dengan prosedur yang simpel, mudah, cepat, mudah
dipahami dan mudah dilaksanankan.
b. Dimensi Kejelasan dan Kepastian

Program e-samsat ini dibuat untuk memberikan
kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar
PKB. Maka dari itu, program ini dibuat agar benar-
benar memiliki kelebihan dalam hal kejelasan waktu
dan kepastian yang meliputi : prosedur pelaksanaan
pembayaran yang jelas, penyelesaian waktu pelayanan
yang jelas, biaya pembayaran pajak yang jelas dan
sesuai dengan tarif PKBnya. Dengan adanya prosedur
atau mekanisme pelaksanaan pembayaran yang jelas,
hal itu akan membuat wajib pajak menjadi lebih mudah
dan cepat dalam melakukan transaksi pembyaran
PKBnya. Kemudian dengan waktu pelayanan yang
cepat hanya dengan beberapa menit saja akan membuat
wajib pajak merasa lebih senang dan merasa lebih
hemat waktu. Dan selanjutnya dengan biaya
pembayaran PKB yang jelas akan membuat wajib pajak
menjadi lebih yakin dan nyaman dalam melakukan
transaksi pembayaran pajak. Oleh karena itu dengan
program e-samsat yang memiliki keunggulan dari segi
kejelasan dan kepastian melaui prosedur, pelayanan
yang tepat dan cepat, dan biaya yang jelas diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya membayar pajak.

c. Dimensi Akurasi
E-Samsat merupakan suatu inovasi atau

terobosan dalam hal pelayanan pembayaran PKB
dengan sistem online yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman saat ini dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi dan informasi yang terus
berkembang dengan sangat pesat. E-Samsat diciptakan
dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada
masyarakat terutama wajib pajak dalam membayar
pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu wajib pajak
dapat membayar pajak dimana saja dan kapan saja,
sehingga dengan kemudahan itu diharapkan dapat
memberikan alternatif pilihan pelayanan bagi wajib
pajak untuk melakukan pembayaran PKB tanpa harus
datang ke KB Samsat dan tidak terikat dengan domisili
dengan tujuan agar masyarakat mau menerima dengan
melakukakan pembayaran pajak melalui e-samsat.
Dengan layanan yang bersifat online tersebut
diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat.
d. Dimensi Keamanan

Untuk memberikan rasa aman bagi wajib pajak
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka e-
samsat ini tetap tidak meninggalkan unsur pengamanan
dengan tetap melakukan proses verifikasi kebenaran
pada setiap data atau dokumen milik wajib pajak. Jadi
pembayaran tetap bisa dilakukan tetapi verifikasi
dokumen tetap harus dilakukan sebelum wajib pajak
mencetap bukti pembayaran di kantor Samsat yang
dipilih. Kemudian untuk memperketat keamanan maka
dibentuk Tim pengolahan Data Elektronik Dipenda
Jatim untuk mencegah dan mengantisipasi terjadi
penyusupan yang dilakukan oleh para Hacker. Selain
itu, wajib pajak tidak harus repot-repot untuk membawa
berkas atau formulir saat melakukan transaksi
pembayaran dan tidak perlu lagi ke Samsat dengan
membawa uang sehingga bisa mencegah terjadinya
resiko kehilangan. Kemudian wajib pajak bisa lebih
nyaman karena tidak harus bertemu dengan para calo
yang ingin menawarkan jasanya.
e. Dimensi Tanggung Jawab

Agar pelayanan e-samsat berjalan dengan lancar
dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka
pelayanan harus terintegrasi dan terkoordinasi dengan
baik yaitu dengan melibatkan peran serta dari banyak
Pihak. Pihak- pihak yang terkait dalam hal ini meliputi:
pihak pemangku kebijakan (stakeholders), baik pihak
yang bertanggungjawab terkait dalam sistem pelayanan
Samsat, seperti: Kepolisian, Dispenda, dan PT. Raharja
maupun dari pihak pemerintah kabupaten/kota. Oleh
karena itu, untuk masalah pertanggungjawaban atas
keberhasilan dan kelancaran pelayanan melalui program
e-samsat itu adalah tanngung jawab dari banyak pihak
sesuai dengan kesepakatan awal atas disetujuinya
pembentukan program e-samsat.
f. Dimensi Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjungan kinerja pelayanan petugas
Samsat dalam melayani Wajib Pajak dalam proses
membayar pajak dengan sistem online secara optimal.
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Maka KB Samsat Manyar dilengkapi dengan fasilitas
yang sangat memadai yang berupa Komputer
Operasional Sistem atau Komputer Induk (Pusat). Hal
ini berfungsi sebagai pengendali untuk sistem komputer
para petugas Samsat Manyar. Dengan adanya Komputer
Operasional Sistem tersebut maka selurun proses
pelayanan yang di Samsat Manyar Surabaya dapat
berjalan dengan baik, cepat, tepat, mudah dan juga
interaktif tentunya.

g. Kemudahan Akses

Untuk memudahkan  Wajib  Pajak  dalam
melakukan transaksi pembayaran PKB dengan sistem
oline. Maka, Program e-samsat ini memanfaatkan
sarana atau alat seperti ; komputer, laptop, handpone
dan banking system yang terhubung dengan jaringan
internet agar mudah diakses dan dijangkau oleh
masyarakat. Selanjutnya, masyarakat cukup mengakses
di internet dengan alamat situs atau  website
Www.esamsat.jatimprov.go.id.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini sesuai
dengan KEMENPAN No. 63/KEP/M/PAN/7/2003
tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan
publik. Salah satunya adalah pelayanan yang
mengandung unsur kemudahan akses yaitu adanya
tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai
mudah dijangkau oleh  masyarakat dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika.

h. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan faktor yang sangat
penting dalam keberhasilan suatu penyelenggaraan
publik. Berdasarkan KEMENPAN No. 63 Tahun 2003
yang menjelaskan bahwa Kedisiplinan adalah pemberi
pelayanan memberikan pelayanan dengan ikhlas dengan
bersikap disiplin, sopan dan santun serta bersikap ramah
kepada masyarakat. Dalam hal ini KB Samsat Manyar
Surabaya memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak
Selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima atau
sebaik-baiknya agar masyarakat merasa nyaman saat
menerima pelayanan dari pegawai Samsat. Ketika
memberikan pelayanan kepada wajib pajak, pegawai
Samsat selalu berusaha menunjukkan sikap disiplin,
sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayana
dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan  status
seseorang. Hal ini ditunjukan dengan adanya pemandu
simpatik dan menyediakan layanan pengaduan  bagi
wajib pajak yang merasa tidak puas dengan layanan
yang telah diberikan oleh pihak Samsat. Penjelasan
tersebut juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Sinambela (2010:6) yang mengatakan bahwa
kesamaan hak adalah pelayanan yang tidak melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku,
ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. Oleh
karena itu, tujuan pelayan publik pada intinya adalah
memberikan kepuasan kepada masyarakat.

i. Kenyamanan

Berdasarkan KEMENPAN No.63 Tahun 2003
tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kenyaman
merupakan aspek yang sangat penting sekali demi
kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam
keputusan menteri tersebut yang dimaksud dengan

kenyamanan pelayanan publik adalah tercipta dan
tersedianya lingkungan yang teratur, tersedianya ruang
tunggu yang bersih, nyaman, rapi, lingkungan yang
indah, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-
lain. Dalam hal ini Kantor Bersama Samsat Manyar
Surabaya Timur dalam memberikan pelayanan terhadap
wajib pajak selalu memperhatikan aspek dari segi
kenyamanan sehingga wajib pajak merasa puas dan
nyaman. Hal ini sesuai dengan visi, misi, motto dan
janji mereka yang ingin selalu memberikan pelayanan
yang berkualitas dan dapat memberikan kepuasan
kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Untuk
mewujudkan semuai itu sesuai dengan poin-poin yang
tercermin dalam visi, misi dan motto mereka. Jadi,
pihak Samsat berusaha dengan untuk selalu
menciptakan lingkungan vyang tertib dan teratur,
menyediakan ruang tunggu yang nyaman, menciptakan
lingkungan yang indah dan menyediakan fasilitas
pendukung pelayanan seperti ; parker, toilet, tempat
ibadah dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas-fasilitas
yang mendukung dan lingkungan yang nyaman tersebut
diharapakan dapat memberikan kepuasan kepada para
wajib pajak.
j. Dukungan

Dukungan merupakan faktor yang sangat penting
demi keberhasilan suatu bentuk program, dalam hal ini
khususnya pelayanan PKB melalui e-samsat. Dukungan
adalah  suatu  bentuk  kenyamanan, perhatian,
penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu
dari  penyelenggaraan pelayanan publik. untuk
mendukung program e-samsat agar dapat berjalan lancar
dan program tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan
oleh seluruh masyarakat baik masyarakat yang ada di
pedesaan maupun ada di kota, maka dari itu berbagai
usaha telah dilakukan oleh Pihak Samsat Manyar
Kertoarjo Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan program e-samsat ke

tiap-tiap kelurahan, kecamatan, melaui
dinas-dinas luar dengan memberikan
brosur e-samsat, melalui media massa dan
elektronik.

2. Melakukan sosialisasi dengan
mengunjungi- - wajib  pajak  dengan
menggunakan mobil Samsat.

3. Menjalin dan meningkatkan kerja sama
dengan Bank — bank seperti bank
Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jatim
sebagai mitra kerja.

4. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang
memadai seperti : ruang tunggu yang
sejuk, toilet, tempat ibadah, taman yang
asri, ruang merokok dll.

k. Hambatan

Kantor Bersama Samsat dalam menjalankan
pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor
melalui Program e-samsat atau dengan cara online pasti
tidaklah mudah dan gampang karena dalam proses
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pelaksanaannya pasti ada gangguan-gangguan atau
hambatan-hambatan yang menghalangi. Kendala yang
dihadapi dalam  melakukan pelayanan  kepada
masyarakat dalam pembayaran PKB adalah dikarenakan
beberapa hal yaitu :

1. Minimnya sosialisasi yang dilakukan
oleh pemerintah dalam hal mengenalkan
program e-samsat kepada masyarakat
luas.

2. Tidak semua masyarakat mengetahui
adanya pembayaran pajak secara online,
khususnya masyarakat pedesaan.

3. Masyarakat masih banyak yang enggan
melakukan pembayaran melalui e-samsat
karena pembayaran yang mereka lakukan
dikhawatirkan mengalami  kegagalan
atau tidak berhasil dikarenakan adanya
trobel dari jaringan internet.

4. Masih banyaknya calo — calo yang
beroperasi untuk menawarkan jasanya
kepada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
serta fokus penelitian, maka penulis dapat mengambil
simpulan tentang Kualitas Pelayanan Electronic Samsat
pada Kantor Bersama Samsat Manyar Kertoarjo
Surabaya Timur. Program E-Samsat merupakan salah
satu layanan unggulan yang dimiliki Kantor Bersama
Samsat dalam hal pembayaran pajak kendaraan
bermotor (PKB) terutama untuk pajak perpanjangan
STNK Tahunan. Program E-Samsat ini memiliki
keunggulan dengan memberikan kemudahan bagi wajib
pajak dalam membayar PKB. Program ini memiliki
prosedur yang sederhana sehingga memudahkan wajib
pajak untuk membayar PKB dengan mudah, cepat dan
bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan tidak
harus datang ke Kantor Samsat, karena E-Samsat ini
memberikan pelayanan selama 24 jam yang bersifat
online. Kemudian, program ini memiliki kelebihan
dalam hal kejelasan waktu dan kepastian yang meliputi :
prosedur pelaksanaan pembayaran yang jelas,
penyelesaian waktu pelayanan yang jelas, biaya
pembayaran pajak yang jelas dan sesuai dengan tarif
PKBnya. Kemudian, E-Samsat ini tetap tidak
meninggalkan unsur pengamanan dengan tetap
melakukan proses verifikasi kebenaran pada setiap data
atau dokumen milik wajib pajak. Selanjutnya, agar
pelayanan E-Samsat berjalan dengan lancar dan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan. Maka,
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kelancaran
pelayanan melalui program E-Samsat itu adalah
tanngung jawab dari banyak pihak. Pihak- pihak yang
terkait dalam hal ini meliputi: pihak pemangku
kebijakan  (stakeholders),  baik  pihak  yang
bertanggungjawab terkait dalam sistem pelayanan
Samsat, seperti: Kepolisian, Dispenda, dan PT. Raharja
maupun dari pihak pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk  menunjang  Kinerja
pelayanan petugas Samsat dalam melayani Wajib Pajak
dalam proses membayar pajak dengan sistem online
secara optimal. Maka KB Samsat Manyar dilengkapi
dengan fasilitas yang sangat memadai yang berupa
Komputer Operasional Sistem atau Komputer Induk
(Pusat) yang berfungsi sebagai pengendali untuk sistem
komputer para petugas Samsat. Kemudian, untuk
memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan transaksi
pembayaran PKB dengan sistem oline. Maka,
masyarakat cukup memanfaatkan sarana atau alat
seperti ; komputer, laptop, handpone dan banking
system yang terhubung dengan jaringan internet agar
mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat.
Selanjutnya, masyarakat cukup mengakses di internet
dengan alamat situs atau website
www.esamsat.jatimprov.go.id. Dan yang terakhir adalah
Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur dalam
memberikan pelayanan terhadap wajib pajak selalu
memperhatikan aspek  kenyamanan sehingga wajib
pajak merasa puas dan nyaman hal ini ditunjukkan
adanya lingkungan yang tertib dan teratur, menyediakan
ruang tunggu yang nyaman, menciptakan lingkungan
yang indah dan menyediakan fasilitas pendukung
pelayanan seperti ; parker, toilet, tempat ibadah dan
lain-lain.

Jadi, pelayanan dengan sistem online tersebut
sudah baik dan maksimal karena pelayanan electronic
samsat ini memiliki unsur — unsur yang sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia (KEMENPAN No. 63 Tahun 2003)
tentang pedoman kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik. Akan tetapi, dalam pelaksananannya masih
banyak kekurangan — kekurangan yang harus diperbaiki
agar pelayanan electronic samsat ini menjadi lebih
maksimal.

B. SARAN
Dalam pelaksanaan pelayanan Electronic

Samsat tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan
yang mengganggu. Oleh karena itu berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan
saran untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut,
diantaranya :

1. Untuk masalah kurang dan sulitnya sosialisasi
program  E-Samsat kepada masyarakat
terutama  masyarakat  pedesaan. Maka,
seharusnya KB Samsat Manyar Surabaya harus
lebih aktif dan keratif lagi dalam melakukan
sosialisasi  program  E-Samsat  dengan
menyebarkan brosur-brosur tentang E-Samsat
dan memberikan informasi melaui media
elektronik seperti televisi. Selain itu KB
Samsat Manyar Surabaya harus melibatkan
banyak pihak seperti Bank-Bank yang terlibat
sebagai mitra kerja untuk ikut dalam
melakukan sosialisasi program E-Samsat
kepada masyarakat.
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2. Untuk masalah kendala trobel jaringan internet
saat melakukan transaksi pembayaran PKB
oleh WP. Maka, seharusnya KB Samsat
Manyar harus lebih meningkatkan arus
jaringan internet dengan membentuk Tim IT
yang lebih kompeten sehingga bisa dengan
mudah dan cepat dapat mengatasi problem
tersebut.

3. Untuk masalah ketakutan masyarakat yang
awam karena takut pembayaran yang dilakukan
dengan sistem online tersebut itu gagal atau
tidak masuk ke Samsat, maka seharusnya Pihak
Samsat dan pihak yang terkait harus lebih
melakukan sosialisasi dan berusaha
meyakinkan kepada masyarakat kalau Program
E-Samsat ini dijamin keamanannya.

4. Untuk masalah masih adanya calo — calo yang
beroperasi untuk menawarkan jasanya kepada
Wajib  Pajak  sehingga = menimbulkan
ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak, maka
Pihak Samsat Manyar harus melakukan
tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi
kepada para calo tersebut. Dengan adanya
sanksi yang tegas diharapkan  dapat
meminimalisir percaloan.

Saran-saran tersebut semoga bisa bermanfaat
bagi instansi KB Samsat Manyar Surabya Timur
dalam menjalankan = pelayanan pembayara PKB
melalui E-Samsat dan juga bisa mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi sehingga usaha dari KB Samsat
Manyar Surabya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan PKB menjadi lebih maksimal sehingga
dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak
dengan begitu berdampak terhadap peningkatan
pendapat pajak kendaraan bermotor dan secara tidak
langsung meningkatkan PAD.
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